
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Nonior 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah un 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

1950 tentang 
Besar dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
Pembentukan Daerah-daerah Kota 

I. Mengingat 

a Bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 
201 7 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota 
Semarang Tahun Anggaran 2018 belum 
mengakomodir TPP ke 13 (tiga betas) dan TPP kc 14 
(empat belas], maka perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk 
Peraturan Walikota Semarang tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 
Anggaran 20 17; 

Menimbang 

WALIKOTA SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TAHUN ANGGARAN 2018 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALJKOTA SEMARANG NOMOR 64 TAHUN 

2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI 
NEGERI SrPIL DI LINGKUNGAN PEMERfNTAH KOTA SEMARANG 

TENTANG 

TAHUN 2018 -., ~. NO MOR 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

WALIKOTA SEMARANG 

:. , .. 



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terak.hir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat ll Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tabun 1992 tentang 
Pembentukao Kecamatan di wilayah Kabupaten­ 
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Ctlacap, 
Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di 
Wilayah Kotamadya Dae rah Tingkat fl Semarang 
dalam Wilaya.h Propinsi Daerab Tingkat l Jawa 
Tengab (.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 89); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teotang 
Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Tunjangan Profesi Guru daa Dosen, Tunjangan 
Khusus Guru dan Dasen, serta Tunjangan 
Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 74, Tarnbahan 
Lembaran Negara Repu hlik Indonesia Nomor 5135); 



12. Peraturan Peme rin tah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan fnsentif 
Pemungutan Pajak Daer ah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia No 5161); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 ten tang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5258); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor t 1 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabun 2018 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun 
anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima 
Pnsiun, dan Penerima Tunjangan (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208) 

16. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri 
Sipil; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pera turan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan kedua 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pemberian Oaji, Pensiun, atau 
Tunjangan ketigabetas kepada Pegawai Negeri Sipil, 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 
Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Noroor 677); 



. 
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19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 54/PM.K.05/2018 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam 
Tabun Angga:ran 2018 kepada kepada Pegawai Negeri 
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Repu blik Indonesia, Pejabat 
Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima 
Tunjangan(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 
2018 Nomor 679); 

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 
Nomor l Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 
Tahun 2013 tentang Perubaban Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 
2010 [Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 No 
30A} ten tang Pelaksanaan Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Pe-raturan Walikota Semarang 
Nomor 22A Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 
2012 Nomor 22 A); 

22. Peraturan Walikota Semarang Nomor lC Tahun 2011 
tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kota 
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 
2011 Nomor lC); 

23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2017 
tentang Tambahan Pengbasilan Pegawai bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 
Semarang Tah un Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2017 Nomor 64); 

24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 87 Tahun 2016 Tentang 
Kedud.ukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Badan. Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan Kota Semarang (Berita Daerab Kota 
Semarang Tabun 2017 Nomor 67); 



Pasal 2 
(1) TPP diberikan kepada PNS dan CPNS. 
(2) TPP sebagaimana dimaksud ayat (I} diberikan sebanyak 14 (empat 

belas) kali. 
(3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

Kriteria: 
a. kelompok jabatan; 
b. penilaian Prestasi Kerja PNS yang terdiri dari Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja; dan 
c. pertimbangan obyektif lainnya. 

(4) Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b diberikan dengan bobot kinerja : 
a. nilai Prestasi Kerja - 86 Keatas, Penerimaan TPP lOO"A> 
b.nilai Prestasi Kerja = 76-85, Penerimaan TPP 95% 
C- nilai Prestasi Kerja = 61-75, Penerimaan TPP 85% 
d.nilai Prestasi Kerja = 51-60, Penerimaan TPP 75% 
e. nilai Prestasi Kerja = 50 Kebawah, Penerimaan TPP 0% 

(5) Kriteria Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan 
tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau basil kerja yang telah 
dicapai oleh pegawai. 

(6) Kriteria Perilalru Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
meliputi: 
a. Orientasi Pelayanan; 
b. Integritas: 
c. Komitmen; 
e. Disiplin; 
e. Kerjasama;dan 
f. Kepemimpinan 

(7) Pertimbangan obyektif lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c meliputi kehadiran, izin, cuti, apel, dan upacara. 

(8) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusao Walikota. 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 
201 7 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita 
Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 64) diubah sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN: 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALlKOTA SEMARANG 
NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASlLAN PEGAWAJ BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 
ANGGARAN 2018 

Menetapkan 

25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2017 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai 
Negeri Si.pi! di Lingkungan Pemerintah Kota 
Semarang Tahun Anggaran 2018 (Serita Daerah Kota 
Semarang Tahon 2017 Nomor 64). 



NO MOR BERTTA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal · ·: · !' · -:-·;:. 

Pj.SEKRETARIS DAERAH 

KOTA SEMARANG 

AL-::iZo 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal ~ .i: .' :.,c,,.; 

Pasal I1 
Peraturan Walikota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangao Peraturao 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

PasaJ ISA 
PNS atau CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b 
tetap rnenerirna TPP 13 (tiga belas) dan TPP ke 14 (empat betas) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 
ISA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal lOA 
( 1) TPP ke 13 (tiga belas) diberikan pada bulan Juli berdasarkan 

perhituogan ketercapaian kinerja dan sebesar penerimaan TPP pada 
bulan sebelumnya. 

(2) TPP ke 14 (empat belas) diberikan sebagai Tunjangan Hari Raya. 
(3) TPP ke 14 (empat belas) sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan 

pada bulan Juni berdasarkan perhitungan ketercapaian kinerja dan 
sebesar penerimaan TPP pada bulan sebelumnya. 

(4) Pajak atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (3) ditanggung Pemerintah Daerah atas beban APBD sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Diaritara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 
lOA sehingga berbunyi sebagai berikut: 


